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Abstrak 
Reformasi perpajakan jilid pertama dilakukan dengan cara memberikan pelayanan dengan 
memanfaatkan Teknlogi Informasi yang berupa sistem e-registration untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan reformasi birokrasi dalam kualitas pelayanan publik 
sistem e-registration di KPP Pratama Sidoarjo Barat dengan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
melalui pendekatan kualitatif Hasil menunjukkan reformasi birokrasi dalam kualitas pelayanan sistem e-
registration dilihat dari transparansi dilakukan pelayanan dan sosialisasi yang cukup terbuka dari situs resmi 
dirjen pajak namun penyediaan layanan tidak maksimal karena sering terjadi error pada server sehingga sistem 
e-registration tidak dapat digunakan selama tiga bulan terakhir, untuk akuntabilitas pelayanan sistem e-
registration diatur oleh keputusan dirjen pajak PER-44/PJ/2004 sehingga dalam pelaksanaannya dapat 
dipertanggungjawabkan, kondisi pemberi layanan dikhususkan pada satu staf yakni fungsional pranata komputer 
hanya saja penerima layanan masih belum sepenuhnya memahami sistem tersebut, hal itu mempengaruhi tingkat 
partisipatif Wajib Pajak dalam penggunaa sistem e-registration mengingat masih minimnya masyarakat yang 
memahami internet sehingga untuk mengakses sistem e-registration masyarakat masih sedikit, dalam 
melaksanakan pelayanan dengan sistem e-registration tidak ada diskriminasi karena sistem diatur oleh pusat dan 
adanya nomor antrian di KPP Pratama Sidoarjo Barat sehingga tercipta kesamaan hak antara Wajib Pajak satu 
dengan yang lainnya, dan hak Wajib Pajak selalu dipenuhi ketika mereka sudah melaksanakan kewajiban maka 
pemberi layanan juga melaksanakan kewajiban dengan cara melindungi data Wajib Pajak, mendapatkan NPWP 
gratis, serta diberikan pelayanan yang baik sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
Kata kunci : reformasi birokrasi, kualitas pelayanan, e-Registration 
Abstract 
The first reformation of taxation is done by executing services by taking advantage of Information Technology 
in the form of E-Registration so that citizens can get qualified services. The aim of this research is to describe 
the reformation of bureaucracy in the public service e-registration quality in Tax Services Office Pratama West 
Sidoarjo with a method of the research is descriptive through qualitative approach. Results show the reformation 
of bureaucracy in the quality of public e-registtration system service is seen from the transparency done by 
executing services and an open socialization from the official website of The Taxation Director General, 
however service provision is not yet maximized due to error on server which causes the e-registration system to 
be disabled the last 3 months, in terms of accountability of e-registration system service is regulated under the 
taxation director general per-44/PJ/2004 therefore it implementation can be held responsible, the condition of 
the service giver is specialized to one staff which is a functional computer but the service receiver hasn’t fully 
understood the system yet, thus it affects the participative level of taxpayers in the usage of e-registration system 
due to the low number of citizens who are able to use the internet therefore to gain an access to the e-registration 
system, in executing services of e-registration system there is no discrimination since the system is organized by 
the central and a queue number in KPP Pratama West Sidoarjo thus creating an equality of right between one 
taxpayer and others, and the right of taxpayer is always fulfilled when they have done their responsibilities so 
the service giver will also do their responsibility by which they protect the data of taxpayers, getting free 
resident number (NPWP), also a top quality service to create a balance between right and responsibility.  
Keywords: reformation of bureaucracy, service quality, e-registration
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PENDAHULUAN  
Reformasi birokrasi mengarah pada 
perubahan pelaksanaan pemerintah sebagai 
penyedia pelayanan publik. Perubahan tersebut 
mengarah pada perbaikan pelayanan kepada 
masyarakat agar dapat memberikan pelayanan yang 
prima dan berkualitas bagi masyarakat. Dirjen 
Pajak sebagai penyedia layanan dibidang 
perpajakan melakukan peningkatan terhadap 
pelayanan prima (Service Excellent) dalam 
pengelolaan administrasi perpajakan untuk dapat 
meningkatkan penerimaan pajak mengingat 
penerimaan negara dari sektor migas menurun. 
Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan 
melakukan Reformasi dan Modernisasi Perpajakan 
Indonesia. Reformasi perpajakan jilid pertama 
dilakukan dengan cara memberikan pelayanan 
dengan memanfaatkan Teknlogi Informasi yang 
berupa sistem e-registration. Electronic 
registration merupakan sistem pendaftaran, 
perubahan dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak melalui sistem yang terhubung langsung 
secara online dengan Direktorat Jendral Pajak. 
Dengan adanya sistem e-Registration ini 
masyarakat lebih dipermudah dalam melakukan 
pendaftaran sebagai Wajib Pajak. Sebelum adanya 
reformasi, masyarakat harus mendaftar secara 
manual yakni datang langsung ke Kantor Pelayanan 
Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 
dimana Wajib Pajak harus direpotkan dengan 
antrian yang cukup panjang dan dengan birokrasi 
yang berbelit-belit.  
Dengan adanya sistem e-registration, 
Wajib Pajak bisa dengan mudah mendapatkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimana Wajib 
Pajak melakukan pendaftaran secara online tanpa 
harus mendatangi langsung Kantor Pelayanan 
Pajak sehingga Wajib Pajak tidak ada waktu 
ataupun sedang berada di wilayah lain tetap dapat 
melakukan pendaftaran tersebut dengan mudah, 
cukup berada di rumah atau kantor maupun warung 
internet melalui komputer yang terhubung dengan 
internet maka pendaftaran dapat dilakukan. Selain 
itu pendaftaran melalui sistem e-Registration dapat 
dilakukan di hari libur serta tidak tergantung 
kehadiran petugas pajak.  
Pelayanan sistem e-registration dilakukan 
di semua Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama didirikan di tiap-
tiap wilayah tertentu dan dijalankan untuk 
memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib 
pajak. Semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama di Indonesia wajib menjalankan sistem e-
registration termasuk juga salah satunya yaitu 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo 
Barat. E-Registration ini telah diimplementasikan 
oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Sidoarjo Barat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Sidoarjo Barat merupakan KPP Pratama 
yang mempunyai tugas menghimpun penerimaan 
pajak dengan wilayah kerja paling besar 
dibandingkan dengan KPP Pratama Sidoarjo Utara 
dan Selatan. Wilayah yang dihimpun meliputi (9) 
sembilan Kecamatan yaitu Kecamatan Sukodono, 
Taman, Krian, Wonoayu, Balongbendo, Tarik, 
Prambon, Krembung, dan Tulangan. 
Sesuai dengan harapan Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Sidoarjo Barat untuk memberikan 
pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Maka 
sistem e-Registration harus dapat memudahkan 
masyarakat dalam pelayanan pendaftaran wajib 
pajak atau pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), agar masyarakat bisa menjalakan 
kewajibannya sebagai warga Negara. Sistem ini 
harus dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk 
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sehingga 
dapat meningkatkan pendapatan Negara dari 
bidang perpajakan. 
Pelaksanaan layanan dengan sistem e-
Registration yang memudahkan masyarakat dalam  
mendaftarkan Wajib Pajaknya masih dinilai belum 
dapat dilaksanakan secara maksimal karena Wajib 
Pajak yang telah mendaftar melalui sistem e-
Registration ini harus menyampaikan Surat 
Keterangan Terdaftar Sementara dengan cara 
mencetak sendiri melalui sistem tersebut, formulir 
registrasi yang sudah ditandatangani beserta 
persyaratannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar paling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak permohonan dimana Wajib Pajak 
terdaftar, sehingga kurang efisien bagi Wajib Pajak 
itu sendiri. Kemudian dalam hal lain, karena sistem 
ini berbasis online maka Wajib Pajak harus berhati-
hati dalam menggunakan sistem tersebut, wajib 
pajak harus benar-benar mengerti bagaimana cara 
menggunakan sistem ini, guna menghindari 
kesalahan-kesalahan dalam penggunaannya. 
Banyaknya masyarakat yang masih belum 
memahami internet menyebabkan penggunaan 
sistem e-Registration ini tidak berjalan maksimal.  
Pada dasarnya layanan melalui sistem e-
Registration yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat selain 
bertujuan dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi 
sumber-sumber pajak untuk meningkatkan target 
penerimaan pajak dari sektor pajak dan 
bertambahnya Wajib Pajak, juga memiliki tujuan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat 
kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas 
pelayanan kepada wajib pajak antara lain dapat 
dilakukan dengan memberikan pelayanan yang 
efisien, ekonomis dan cepat (Suparman, 2007). 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
penulis tertarik untuk mengambil judul “Reformasi 
Birokrasi Dalam Kualitas Pelayanan Publik 
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(Studi Pada Pelayanan Sistem e-Registration di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat)” 
yang dianalisis dengan menggunakan dengan teori 
yang dikemukakan oleh Sinambela (2008; 6) 
bahwa kualitas pelayanan tercermin dari enam (6) 
hal yaitu transparansi yakni pelayann yang bersifat 
terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 
yang membutuhkan dan disediakan secara 
memadai serta mudah dimengerti, akuntabilitas 
yaknipelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
kondisional yakni pelayanan yang sesuai dengan 
kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 
efisiensi dan efektifitas, partisipatif yaitu pelayanan 
yang dapat mendorong peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan 
masyarakat, kesamaan hak yaitu pelayanan yang 
tidak melakukan diskriminasi, serta keseimbangan 
hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi 
dan penerima pelayanan publik. 
 
METODE 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. 
Menurut Maman (2002; 3) penelitian deskriptif 
berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. 
Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan sifat sesuatu yang tengah 
berlangsung pada saat studi. Dalam penelitian 
deskriptif ini data yang diperoleh nantinya akan 
dianalisis dan digambarkan dengan jelas, sehingga 
mendapatkan hasil penelitian yang sesuai yaitu 
menggmbarkan keadaan yang sebenarnya tentang 
kualitas pelayanan di KPP Pratama Sidoarjo Barat. 
Berdasarkan pernyataan dari Moleong 
maka deskripsi data yang harus dicari adalah 
mengenai bagaimana reformasi birokrasi yang 
terjadi di bidang perpajakan, mengapa harus 
dilakukan reformasi, dalam bentuk apa reformasi 
perpajakan dilakukan, serta beberapa macam 
pertanyaan lain yang dapat menggali lebih dalam 
informasi yang berkaitan dengan penelitian yang 
berjudul “Reformasi Birokrasi Dalam Kualitas 
Pelayanan Publik (Studi pada Pelayanan sistem E-
registration Di kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Sidoarjo Barat)” sehingga pada akhirnya akan 
membentuk data yang valid dan akurat. 
Subjek penelitian yang dianggap dapat 
mewakili jawaban dari pertanyaan dalam penelitian 
ini yaitu Wajib Pajak perorangan dan staf bagian 
pelayanan . atau seksi lain yang memiliki 
pengalaman dalam pelayanan e-registration di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat, 
dan empat wajib pajak yang menjadi konsumen 
layanan.  
Teknik pengumpulan data yakni dengan 
wawancara, observasi, dokumentasi dan 
triangulasi. Instrumen penelitian adalah alat atau 
fasilitas yang digunakan untuk mengumpulkan data 
agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 
baik (Arikunto, 2006:160). Dalam penelitian 
reformasi birokrasi dalam kualitas pelayanan studi 
pada sistem E-Registration di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Sidoarjo Barat, instrument penelitian 
yang digunakan adalah pedoman wawancara, 
kamera, perekam suara, dan lembar catatan data 
(data lapangan). Penggunaan perangkat ini 
dimaksudkan untuk mempertahankan kelengkapan 
dan keutuhan informasi yang diperoleh dari 
lapangan. 
Analisis data yang digunakan yaitu 
menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono 
(2012:247), yang mengemukakan bahwa aktivitas 
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus 
sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. 
Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction 
dimana data dipilah-pilah atau disaring sesuai 
dengan yang dibutuhkan dalam fokus penelitian, 
data display yakni data yang telah disaring untuk 
kemudian disajikan dalam bentuk kalimat naratif, 
dan conclusion drawing/verification yaitu 
penarikan kesimpulan utnuk menjawab rumusan 
masalah. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo 
Barat dibentuk pada tanggal 27 Nopember 2007 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 
132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 
tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal 
Direktorat Jendral Pajak. Sebelumnya kantor ini 
bernama Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat 
yang dibentuk pada tanggal 01 Juni 2002. 
Reformasi administrasi perpajakan 
membawa perubahan nama dari yang sebelumya 
Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Barat menjadi 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat, 
kemudian disusul dengan perubahan struktur 
organisasi KPP Pratama Sidoarjo Barat yang 
menjadi lebih ringkas. 
Sebelum terjadi perubahan nama, KPP 
Sidoarjo Barat hanya menangani PPh dan PPn 
namun setelahadanya reformasi, KPP menangani 
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PBB dan melakukan pemeriksaan dan penyidikan 
pajak. Sehingga struktur organisasi yang tadinya 
seperti gambar ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berubah menjadi seperti gambar di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan struktur birokrasi yang baru tersebut 
diharapkan mampu memberikan pelayanan yang 
lebih optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, 
Dirjen Pajak telah mempersiapkan ekstra pelayanan 
dengan Account Representative (AR) sebagai ujung 
tombak yang akan membantu setiap wajib pajak 
yang tergabung dalam area wajib pajak yang 
menjadi tanggung jawabnya. Selain itu dibentuk 
pula sarana Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang 
menjadi dasar pelaksanaan pelayanan kepada wajib 
pajak. Hal ini juga dilengkapi dengan memperbarui 
sistem teknologi dan komunikasi yang berupa E-
System. Upaya perwujudan ini dikenal dengan 
istilah Reformasi Perpajakan Jilid I yang 
berlangsung antara tahun 2002-2008. Salah satu 
pelayanan yang diberikan dengan pengembangan 
sistem teknologi dan komunikasi e-registration 
yang merupakan pendaftaran online melalui situs 
resmi pajak yakni www.pajak.go.id. 
 Sebelumnhya, pendaftaran dilakukan 
dengan cara manual yakni datang langsung ke KPP 
dengan membawa dokumen-dokumen tersyarat 
pada waktu dan jam kerja, tetapi dengan sistem e-
registration masyarakat bisa mendaftar secara 
online dengan waktu 24 jam dan bisa dilakukan 
dimana saja asalkan terhubung dengan jaringn 
internet. Kualitas pelayanan dapat tercermin dari 6 
hal menurut sinambela(2008) yang terdiri dari 
transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, 
kesamaan hak dan keseimbangan hak dan 
kewajiban. 
1. Transparansi 
Keterbukaan pelayanan, ketersediaan 
pelayanan secara memadai dan mudah untuk 
dimengerti sehingga pelayanan tersebut dapat 
dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat 
yang membutuhkan merupakan perwujudan dari 
indikator transparansi. Model pelayanan dengan 
sistem e-registration di KPP Pratama Sidoarjo 
Barat sebagai hasil dari reformasi birokrasi yang 
memberikan pelayanan yang terbuka dan mudah 
bagi siapa saja yang membutuhkan. Hal tersebut 
dikatakan oleh wajib pajak dan staf bagian 
pelayanan di KPP Pratama Sidoarjo Barat, ini 
merupakan proses dari teknik triangulasi dalam 
pengambilan data dan dapat dikatakan hasil 
tersebut sesuai karena antara wajib pajak dengan 
staf bagian pelayanan mengatakan hal yang sama. 
Keterbukaan pelayanan sistem e-
registration di KPP Pratama Sidoarjo diwujudkan 
dalam bentuk pemberitahuan kepada seluruh 
masyarakat bahwa ada pelayanan yang dapat 
memudahkan mereka dengan internet melalui situs 
resmi pajak yakni www.pajak.go.id. Selain dengan 
adanya keterbukaan informasi tersebut pihak KPP 
Pratama Sidoarjo Barat juga mengadakan 
penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat 
luas tahu akan pelayanan tersbeut. Tidak hanya 
berhenti pada penyuluhan, pihak KPP Pratama 
Sioarjo Barat juga melakukan jemput bola dengan 
program bernama one day serviceagar masyarakat 
mengerti akan pelayanan yang diberikan oleh pihak 
KPP Pratama Sidoarjo Barat, dengan begitu 
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masyarakat mudah memahami dan mudah 
mengakses pelayanan tersebut karena pelayanan 
tersebut memang benar-benar terbuka bagi siapa 
saja yang membutuhkan.  
Penyediaan layanan secara memadai juga 
diperlukan dalam memberikan layanan e-
registration ini karena sistem ini berbasis teknologi 
maka layanan yang disediakan harus benar-benar 
siap dan memadai, namun kendala yang terjadi saat 
ini server milik Direktorat Jendral Pajak belum 
begitu baik karena sudah 3 (tiga) bulan terakhir 
sistem e-registration tidak dapat digunakan 
disebabkan sering terjadinya error pada sistem 
tersebut maka perlu dilakukan update dan hal 
tersebut membuat masyarakat tidak bisa mengakses 
pelayanan dengan sistem e-registration. 
2. Akuntabilitas 
Reformasi birokrasi bertujuan agar 
birokrasi tersebut mampu mengemban tanggung 
jawab, dan mencapai tujuan organisasi yang telah 
ditentukan (Sedarmayanti, 2009:75). Tanggung 
jawab KPP Pratama Sidoarjo Barat dalam proses 
pelayanan diatur oleh Peraturan Direktorat Jendral 
Pajak sehingga segala bentuk pelaksanaan proses 
pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan 
dengan menggunakan triangulasi teknik maka ada 
aturan yang jelas dalam melaksanakan pelayanan 
sistem e-registration, bentuk pelayanan tersebut 
telah diatur oleh Peraturan Direktorat Jendral Pajak 
KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan 
Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan 
Pencabutan Pengusaha Kena dengan Sistem e-
Registration. Bentuk peraturan tersebut 
dipublikasikan di situs resmi pajak agar masyarakat 
mengetahui peraturan pelayanan dengan sistem e-
registration. 
Pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat juga 
memiliki tanggung jawab untuk menjaga 
kerahaisaan data Wajib Pajak dan selama ini pihak 
KPP Pratama Sidoarjo Barat selalu dapat 
mengemban tanggung jawab tersebut karena belum 
pernah terjadi kebocoran data Wajib Pajak. Ketika 
tejadi kebocoran data wajib pajak maka ada 
penanganan terhadap petugas dengan cara 
diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan. 
Pertanggungjawaban dari pihak KPP 
Pratama Sidoarjo Barat selalu baik mengingat 
segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan 
telah diatur langsung oleh Direktorat Jendral Pajak 
sehingga dalam penanganan segala keluhan dari 
masyarakat petugas langsung menanggapi dengan 
baik berdasarkan peraturan yang ada. 
3. Kondisional 
Kondisi petugas pemberi layanan maupun 
penerima layanan sisteme-registration perlu 
diperhatikan untuk dapat menunjang 
keberlangsungan proses pelayanan agar pelayanan 
tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan dan 
tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektifitas. 
Sistem e-registration merupakan 
pelayanan berbasis Teknologi Informasi, 
penggunaan layanan tersebut harus terhubung 
dengan jaringan internet sehingga pelaksanaannya 
dapat berjalan lebih efisien karena dimanapun 
pendaftar berada tetap bisa menggunakan sistem 
tersebut walaupun pada hari libur. Hal tersebut 
tidak memakan waktu dan biaya yang cukup 
banyak mengingat tidak semua masyarakat 
memiliki banyak waktu untuk mendaftarkan diri 
sebagai Wajib Pajak. 
Mengingat sistem tersebut berbasis 
Teknologi Informasi maka diperlukan tim khusus 
untuk menangani sistem e-registration karena tidak 
semua petugas dapat menjalankannya. Petugas 
khusus yang menangani pelayanan sistem e-
registration yaitu fungsional pranata komputer. 
Fungsional pranata komputer adalah orang-orang 
terpilih karena ahli dalam bidangnya sehingga 
mereka ditugaskan khusus untuk menangani 
pelayanan berbasis online seperti sistem e-
registration. Untuk menjaga kinerja agar lebih baik 
selalu diadakan diklat salah satunya yakni diklat 
OC (operating consule). Diklat diadakan sebelum 
petugas menjabat dan beberapa kali akan dilakukan 
diklat sekitar 6 (enam) hingga 8 (delapan) bulan 
sekali agar kinerja mereka tidak menurun.  
Dari hasil wawancara antara wajib pajak 
dengan staf bagian pelayanan KPP Pratama 
Sidoarjo Barat, ada kesamaan pernyataan dan hal 
tersebut dilakukan dengan triangulasi teknik 
dengan hasil bahwa penerima layanan masih 
dikatakan kurang sesuai dengan kondisi 
kemampuan yang ada, banyak masyarakat 
Indonesia yang masih belum melek teknologi 
sehingga menyebabkan mereka tidak paham akan 
penggunaan sistem e-registration. Banyak dari 
masyarakat yang lebih memilih mendaftarkan 
Wajib Pajak secara manual karena takut terjadi 
kesalahan penggunaan pada sistem tersebut 
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sehingga akan mempengaruhi efektifitas pelayanan 
itu sendiri. 
4. Partisipatif  
Pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat menuntut adanya peran serta dari 
masyarakat itu sendiri dengan penyelenggaraan 
yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat. Pelayanan sistem e–
registration diharapkan mampu meningkatkan 
peran serta masyarakat dalam penerimaan Wajib 
Pajak dengan kesadaran diri untuk mendaftarkan 
Wajib Pajaknya karena dengan sistem tersebut 
masyarakat dipermudah dalam hal pendaftaran. 
Dengan menggunakan triangulasi teknik 
maka wawancara antara Wajib Pajak dengan staf 
bagian pelayanan KPP Pratama Sidarjo Barat 
didapatkan hasil bahwa pihak KPP Pratama 
Sidoarjo Barat telah berupaya meningkatkan peran 
serta masyarakat namun kendala yang terjadi 
masyarakat masih belum paham akan penggunaan 
teknologi sehingga menyebabkan minimnya peran 
serta masyarakat dalam pendaftaran Wajib Pajak 
melalui sitem terebut.Minimnya peran serta 
masyarakat dikarenakan mereka kurang paham 
akan penggunaan teknologi, tidak banyak 
penggunan sistem e-registration meskipun sistem 
tersebut memudahkan masyarakat. Perbandingan 
antara penggunaan sistem tersebut dengan manual 
sangat jauh dengan begitu pelayanan tersebut 
kurang mendapatkan peran serta dari masyarakat. 
Sistem e-registration dibuat sesuai dengan 
kebutuhan dari masyarakat yang tidak memiliki 
banyak waktu untuk datang langsung ke KPP 
Pratama Sidoarjo Barat bisa tetap mendaftarkan 
Wajib Pajak dengan menggunakan sistem tersebut. 
Namun masih ada aspirasi dan harapan masyarakat 
dari adanya sistem ini, karena sistem tersebut tetap 
memerlukan validasi maka Wajib Pajak tetap harus 
mengembalikan Surat Keterangan Terdaftar 
Sementara (SKTS) beserta dokumen yang 
disyaratkan seperti fotokopi KTP mereka berharap 
sistem tersebut benar-benar dilaksanakan tanpa 
perlu adanya pengembalian SKTS karena hal 
tersebut juga akan membutuhkan waktu maupun 
biaya. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor 
penentu adanya peran serta masyarakat, jika 
masyarakat merasa kebutuhan terpenuhi dan 
harapan dari pelayanan publik itu tercapai maka 
peran serta masyarakat juga akan meningkat. 
5. Kesamaan Hak 
Pelayanan publik diberikan kepada seluruh 
masyarakat yang membutuhkan, oleh karena itu 
semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan 
publik dengan perlakuan yang sama tanpa adanya 
pembeda seperti status sosial, agama, ras, maupun 
alasan lainnya. 
Triangulasi teknik yang telah dilakukan 
dengan cara sinkronisasi antara wajib pajak dengan 
staf bagian pelayanan KPP Pratama Sidoarjo Barat 
menunjukkan bahwa adanya upaya memberikan 
pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat dai 
KPP Pratama Sidoarjo Barat itu sendiri. Sistem e-
registration terhubung langsung pada server pusat 
dan digunakan melalui internet sehingga hal 
tersebut bisa meminimalkan adanya tindakan 
diskriminasi pelayanan antara Wajib Pajak satu 
dengan yang lainnya karena tidak adanya tatap 
muka dalam sistem tersebut namun karena 
pengguna sistem tersebut tetap harus 
mengembalikan Surat Keterangan Terdaftar 
Sementara (SKTS) maka pemberian pelayanan 
kepada semua Wajib Pajak juga tetap harus adil, 
mereka yang mendaftarkan Wajib Pajak melalui 
sistem e-registration tidak harus didahulukan 
maupun dikesampingkan untuk mendapatkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Semua 
pelayanan dilakukan secara adil dengan 
menggunakan nomor antrian sehingga tidak ada 
perbedaan antara pelayanan yang diberikan kepada 
Wajib Pajak satu dengan yang lainnya. 
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
KPP Pratama Sidoarjo Barat melakukan 
pelayanan memperhatikan hak atas Wajib Pajak 
yang telah melaksanakan kewajibannya. Proses dari 
teknik triangulasi dalam pengambilan data dengan 
wawancara antara wajib pajak dengan staf bagian 
pelayanan menunjukkan bahwa jika wajib pajak 
yang melaksanakan kewajibannya dengan 
mendaftarkan diri melalui sistem e-registration 
maka akan dipenuhi haknya dengan cara 
memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
secara gratis dengan waktu pelayanan yang singkat 
dan pelayanan yang baik, selain itu hak wajib pajak 
atas kerahasiaan data-datanya juga wajib dipenuhi 
oleh pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat. 
Pemenuhan hak yang diperoleh Wajib 
Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat, 
setelah melaksanakan kewajibannya dengan baik 
dan memberikan pelayanan yang maksimal maka 
pelaksana juga perlu mendapatkan haknya dengan 
mendapatkan reward atas kinerjanya untuk 
kenaikan pangkat. Selain itu pihak petugas juga 
berhak atas kerahasiaan data Wajib Pajak yang 
Reformasi Birokrasi Dalam Kualitas Pelayanan Publik 
Studi Pada Pelayanan Sistem E-Registration Di KPP Pratama Sidoarjo Barat 
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sewaktu-waktu ada orang lain meminta data Wajib 
Pajak maka petugas berhak menolaknya. 
Pelaksanaan pelayanan sistem e-
registration dilakukan secara seimbang antara 
pemenuhan hak dengan pelaksanan kewajiban 
dengan begitu pelaksanaan pelayanan dapat 
berjalan dengan baik. 
 
PENUTUP 
Simpulan 
Simpulan yang dapat ditarik berdasarkan 
analisis hasil penelitian merujuk pada rumusan 
masalah yakni bagaimana reformasi birokrasi 
dalam kualitas pelayanan publik sistem e-
registration di KPP Pratama Sidoarjo Barat yaitu 
agenda reformasi birokrasi yang dilakukan oleh 
Kementerian Keuangan menimbulkan dampak 
perubahan terhadap KPP Pratama Sidoarjo Barat. 
Reformasi birokrasi yang dilakukan yakni 
merujuk pada bidang pelayanan publik, KPP 
Pratama Sidoarjo Barat merupakan lembaga 
vertikal dari Direktorat Jendral Pajak yng dalam 
melaksanakan tugasnya berdasarkan keijakan dari 
pusat yakni Kementerian Keuangan. Hasil 
reformasi Birokrasi pelayanan publik di KPP 
Pratama Sidoarjo Barat berupa adanya sistem e-
registration yang dilaksanakan berdasarkan KEP-
173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata 
Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan 
Pengusaha Kena dengan Sistem e-Registration 
Reformasi birokrasi bertujuan untuk dapat 
meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas 
kepada seluruh masyarakat, dalam pelaksanaan 
pelayanan publik yang berkualitas diperlukan 6 
(enam) indikator menurut sinambela yang meliputi 
transparansi yaitu keterbukaan pelayanan kepada 
seluruh masyarakat yang membutuhkan sehingga 
pelayanan tesebut dapat diakses oleh siapa saja 
yang membutuhkan dengan ketersedian pelayanan 
yang memadai, keterbukaan pelayanan di KPP 
Pratama Sidoarjo Barat dapat dirasakan oleh 
masyarakat dengan adanya program-program 
sosialisasi serta informasi-informasi yang selalu 
dipublikasikan kepada masyarakat sehingga seluruh 
masyarakat mengetahui pelayanan dengan sistem e-
registration tersebut namun penyediaan layanan 
dirasa masih kurang memadai mengingat server 
yang dimiliki oleh pusat yakni Direktorat Jendral 
Pajak sering error maka dilakukan perbaruan yang 
menyebabkan sistem e-registration tidak dapat 
digunakan selam 3 (tiga) bulan terakhir dan belum 
dapat diketahui kapan sistem tersebut bisa 
digunakan kembali. 
Akuntabilitas ditunjukkan dengan adanya 
perlindungan atas kerahasiaan Wajib Pajak serta 
pelaksanaan pelayanan publik yang telah diatur 
oleh Keputusan Direktorat Jendral Pajak sehingga 
dalam pelaksanaan pelayanan tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan 
yang ada, pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat juga 
selalu bertanggung jawab dan memberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat yang 
mengeluh. 
Kondisi antara penerima layanan dan 
pemberi layanan perlu diperhatikan mengingat 
layanan yang diberikan ini berbasis Teknologi 
Informasi maska diperlukan orang-orang khusus 
dalam penanganannya, pelayanan sistem e-
registration ditangani khusus oleh petugas yang 
ada pada bagian fungsional pranata komputer 
dengan memperhatikan kemampuan mereka dalam 
bidangnya sehingga pemberian layanan dapat 
berjalan lancar namun penerima layanan masih 
belum siap dengan adanya sistem tersebut 
dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang 
kurang paham penggunaan teknologi. 
Banyaknya masyarakat yang kurang 
paham penggunaan teknologi mempengaruhi 
partisipasi dalam pelayanan sistem e-registration, 
pelayanan sistem tersebut masih dirasa kurang 
maksimal mengingat banyak masyarakat yang 
kurang melek teknologi sehingga hal tersebut 
memperngaruhi adanya peran serta masyarakat 
dalam pelayanan yang disediakan tersebut 
meskipun pelayanan yang diberikan telah 
diupayakan agar dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakatnya. 
Kesamaan hak ditunjukkan oleh adilnya 
pemberi layanan kepada seluruh masyarakat, tidak 
ada diskriminasi antara Wajib Pajak satu dengan 
lainnya, hal tersebut diupayakan dengan nomor 
antrian agar tidak ada Wajib Pajak yang 
didahulukan karena semua akan sesuai dengan 
nomr antrian. 
Berkaitan dengan keseimbangan antara 
hak dan kewajiban, KPP Pratama Sidoarjo Barat 
berupaya memenuhi hak para Wajib Pajak yang 
telah melaksanakan kewajibannya dengan 
mendaftarkan Wajib Pajaknya begitu pula 
sebaliknya, jika petugas telah melaksanakan 
kewajibannya dalam pemenuhan hak wajib pajak 
dengan memberikan pelayanan maka petugas juga 
berhak mendapatkan reward serta berhak atas 
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kerahasiaan data Wajib Pajak oleh karena itu antara 
hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara 
seimbang. 
 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, 
maka saran terkait dengan reformasi birokrasi 
dalam kualitas pelayanan publik di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat 
yang dapat digunakan sebagai rekomendasi adalah: 
1. Transparansi mengenai informasi sistem e-
registration masih perlu dilakukan agar 
masyarakat benar-benar tahu penggunaan 
sistem tersebut, selain itu perlu juga melakukan 
perbaikan agar server memadai atau 
memperkuat server agar mudah untuk diakses. 
Karena sistem tersebut sudah tidak bisa 
digunakan selama tiga bulan ini maka sistem 
tersebut perlu untuk segera diselesaikan 
perbaikannya agar masyarakat dapat 
menggunakan kembali. 
2. Kondisi penerima layanan perlu diperhatikan 
agar proses pelayanan dapat berjalan secara 
efektif karena selama ini masyarakat masih 
banyak yang belum melek internet, sebaiknya 
pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat terus 
melakukan sosialisasi di daerah-daerah atau 
jemput bola secara rutin dengan melakukan 
event di tengah kota dan menyediakan fasilitas 
sistem e-registration sehingga masyarakat bisa 
benar-benar mengerti atau selainitu bisa juga 
dengan cara memberikan informasi penggunaan 
sistem tersebut melalui televisi nasional, tidak 
hanya lokal saja. 
3. Partisipasi dari masyarakat perlu ditingkatkan 
agar pelaksanaan layanan sistem e-registration 
di KPP Pratama Sidoarjo Barat dapat berjalan 
sesuai dengan tujuan organisasi tersebut untuk 
itu perlu selalu diadakan pemeriksaan kepada 
masyarakat yang belum mendaftarkan diri 
sebagai Wajib Pajak dan memberikan 
penyuluhan terkait sistem e-registration. 
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